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Abstract 

This research aims to analyze the influence of Aceh Qanun on the protection of children from 

sexual violence in the Province of Aceh. The study employs a normative legal method using 

statutory and conceptual approaches. As a form of regional legal specificity, Aceh Qanun—

particularly Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law and Qanun Number 11 of 2008 on Child 

Protection—has provided a strong legal basis for protecting children from acts of sexual violence. 

The findings indicate that the qanuns are normatively comprehensive, but their implementation 

faces significant challenges, such as low reporting rates, limited child-friendly law enforcement 

officers, and the lack of adequate rehabilitation facilities for victims. Therefore, regulatory 

harmonization between qanun and national law, as well as strengthening institutional and 

community capacity, is needed to ensure effective and sustainable child protection in Aceh. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Qanun Aceh terhadap perlindungan anak 

dari kekerasan seksual di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum 

normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Qanun Aceh sebagai bentuk 

kekhususan hukum daerah, khususnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan 

Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, dinilai telah memberikan landasan 

hukum yang kuat dalam melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara normatif qanun tersebut cukup komprehensif, namun 

implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya tingkat pelaporan 

kasus, keterbatasan aparat penegak hukum yang ramah anak, dan minimnya fasilitas rehabilitasi 

korban. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya harmonisasi regulasi antara qanun dan hukum nasional 



 

 

serta penguatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak yang 

efektif dan berkelanjutan di Aceh. 

Kata Kunci: Qanun Aceh, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Hukum Jinayat, Hukum 

Normatif. 

PENDAHULUAN 

Anak adalah gelnelrasi pelnelrus bangsa. Anak pada khususnya melmiliki hak – hak yang mellelkat dan 

harus dilindungi selpelrti : hak untuk hidup, tumbuh, dan belrkelmbang selcara wajar, selrta hak atas 

pelrlindungan dari kelkelrasan dan diskriminasi. Pelrlu melnjadi atelnsi belrsama bahwa anak melmiliki 

hak untuk melndapatkan pelrlakuan manusiawi dan pelrlindungan dari tindakan yang 

melmbahayakan baik dari selgi fisik maupun psikis. Namun sangat di sayangkan, pada kelnyataan 

solsial, anak kelrap melnjadi kolrban dalam belrbagai belntuk kelkelrasan, salah satunya dalam belntuk 

kelkelrasan selksual. 

Saat ini tingkat Kelkelrasan selksual telrhadap anak telrus melngalami pelningkatan padahal ini 

melrupakan salah satu belntuk pellanggaran telrhadap hak – hak yang mellelkat pada seltiap anak selrta 

dapat belrdampak dolminol dan sistelmik pada fisik maupun pisikis pada anak yang melngalaminya. 

Di Prolvinsi Acelh selndiri, melskipun tellah ditelrapkan sistelm hukum belrbasis syariat Islam mellalui 

Qanun, kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak masih selring ditelmukan. Hal ini selharusnya dapat 

melnjadi atelnsi dan kelprihatinan selrius hal ini seltidaknya melnunjukkan bahwa relgulasi hukum 

yang belrlaku saat ini bellum selpelnuhnya mampu melmbelrikan pelrlindungan elfelktif bagi anak-anak. 

Mellalui Qanun Nol. 6 Tahun 2014 telntang Hukum Jinayat Pelmelrintah Acelh tellah melngatur selcara 

khusus melngelnai tindak pidana kelkelrasan selksual dan sanksi bagi pellaku kelkelrasan. Qanun ini 

juga melngatur belntuk selrta pelnelrapan kelkhususan dalam ruang lingkup hukum yang belrlaku di 

Prolvinsi Acelh, delngan tujuan dapat melnelgakkan hukum syariat islam selrta selkaligus melbelrikan 

pelrlindungan – pelrlindungan telrhadap kolrban – kolrban kelkelrasan selpelrti anak – anak. Dalam 

implelmelntasinya Qanun Nol. 6 Tahun 2014 telntang Hukum Jinayat ini pelrlu di kaji lelbih melndalam 

selrta melnguji elfelktifitasnya, selpelrti faktolr - faktolr yang dapat melmelngaruhi kelbelrhasilan 

pellaksanaan qanun telrselbut, minsalnya pelrsiapan sumbelr daya manusia dalam hal ini aparatur 

sellaku peltugas yang melmiliki kelwelnangan, kelmudian pelngujian pelmahaman masyarakat, hingga 

dukungan infrastruktur hukum yang melmadai. 



 

 

Belbelrapa kasus melnunjukkan bahwa kolrban kelkelrasan selksual anak selringkali melnghadapi 

kelsulitan dalam melndapatkan keladilan, selpelrti prolsels hukum yang belrlarut-larut, kurangnya 

pelndampingan hukum dan psikollolgis, selrta adanya stigma solsial yang mellelkat pada kolrban dan 

kelluarga. Bahkan, tidak seldikit kasus yang tidak dilapolrkan karelna adanya telkanan dari 

lingkungan atau karelna keltidaktahuan masyarakat telrhadap prolseldur hukum yang belrlaku. Hal ini 

melnjadi indikatolr bahwa pelrlindungan hukum bagi anak dari kelkelrasan selksual bellum belrjalan 

selcara maksimal. 

O llelh karelna itu, pelnellitian ini pelnting dilakukan untuk melnellaah bagaimana pelngaruh Qanun 

Acelh telrhadap pelrlindungan anak dari kelkelrasan selksual. Pelnellitian ini tidak hanya melninjau 

keltelntuan nolrmatif dalam qanun, teltapi juga melnggali bagaimana implelmelntasinya di lapangan, 

telrmasuk tantangan yang dihadapi dan poltelnsi pelrbaikannya. Diharapkan hasil dari pelnellitian ini 

dapat melnjadi bahan masukan bagi pelmelrintah daelrah, aparat pelnelgak hukum, selrta masyarakat 

dalam melmpelrkuat pelrlindungan telrhadap anak, khususnya dari kelkelrasan selksual. 

METODE PEENLITIAN 

Pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan yuridis nolrmatif dan yuridis elmpiris. Pelndelkatan yuridis 

nolrmatif digunakan untuk melnganalisis nolrma hukum yang belrlaku, khususnya yang telrmuat 

dalam Qanun Acelh dan pelraturan pelrundang-undangan nasiolnal telrkait pelrlindungan anak 1. 

Selmelntara itu, pelndelkatan yuridis elmpiris digunakan untuk mellihat seljauh mana implelmelntasi 

Qanun Acelh di masyarakat, selrta untuk melnggali fakta-fakta hukum yang telrjadi di lapangan 

telrkait pelrlindungan anak dari kelkelrasan selksual. 

1. Lolkasi Pelnellitian 

Pelnellitian ini belrlangsung di Kolta Banda Acelh, hal ini dikarelnakan folkus pelnellitian untuk 

melngeltahui bagaimana pelngaruh qanun telrhadap pelrlindungan anak dalam kolntelks kelkelrasan 

selksual di Acelh. 

2. Jelnis Data 

a. Data Primelr 

 
1 Munandar, M. (2017). Kedudukan Anak Sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum 
Jinayah. Syiah Kuala Law Journal, 1(1), 209-228. 



 

 

Data primelr dipelrollelh mellalui wawancara delngan aparat pelnelgak hukum lelmbaga 

pelrlindungan anak, dan pihak-pihak telrkait lainnya yang belrpelran dalam implelmelntasi 

Qanun Acelh 2. 

b. Data Selkundelr 

Data selkundelr dipelrollelh mellalui studi pustaka yang melncakup buku, jurnal, pelraturan 

pelrundang- undangan, selrta dolkumeln hukum lainnya yang rellelvan delngan tolpik pelnellitian. 

3. Telknik Pelngumpulan Data 

a. Studi Pustaka 

Melngkaji belrbagai litelratur hukum, jurnal ilmiah, dan relgulasi yang belrkaitan delngan 

Qanun Acelh selrta pelrlindungan anak 3. 

b. Wawancara Melndalam 

Mellakukan wawancara kelpada infolrman kunci selpelrti aparat kelpollisian, jaksa, hakim, 

advolkat, aktivis pelrlindungan anak, selrta tolkolh masyarakat yang melmahami pellaksanaan 

Qanun Acelh dalam melnangani kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak. 

4. Telknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan selcara kualitatif, yaitu delngan melngollah, melnafsirkan, dan melnarik 

kelsimpulan dari data yang tellah dikumpulkan, data nolrmatif dianalisis delngan melnggunakan 

meltoldel intelrpreltasi hukum untuk melngeltahui substansi aturan pelrlindungan anak 4. Data 

elmpiris anlisis delngan melnellaah praktik hukum di lapangan, melngidelntifikasi, hambatan selrta 

faktolr pelndukung dalam pellaksanaan Qanun Acelh. Hasil, analisis akan disajikan selcara 

delskriptif dan dianalisis selcara kolmprelhelnsif, guna melmbelrikan pelmahaman yang melndalam 

telrhadap pelngaruh Qanun  Acelh dalam pelrlindungan anak dari kelkelrasan selksual. 

PEMBAHASAN 

1. Keldudukan Qanun Acelh dalam Sistelm Hukum Nasiolnal 

Qanun Acelh selbagai pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku di Prolvinsi Acelh melrupakan 

bagian dari kelkhususan yang dijamin dalam Undang-Undang Nolmolr 11 Tahun 2006 telntang 

 
2 Bahreisy, B. (2020). Peran lembaga adat di aceh dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan 
hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(1), 25. 
3 Bahreisy, B. (2020). Peran lembaga adat di aceh dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan 
hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(1), 25. 
4 Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). Metodologi Penelitian Hukum: Panduan 
Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 



 

 

Pelmelrintahan Acelh (UUPA). Dalam Pasal 125 UUPA dijellaskan bahwa Pelmelrintah Acelh 

belrwelnang melmbelntuk qanun selbagai pelraturan daelrah yang melngatur pellaksanaan syariat 

Islam bagi pelmelluknya. 

Qanun selbagai hukum daelrah melmiliki keldudukan yang sah dalam sistelm hukum nasiolnal dan 

melnjadi nolrma hukum polsitif yang belrlaku khusus di Acelh. Dalam kolntelks pelrlindungan anak 

dari kelkelrasan selksual, hal ini belrarti bahwa qanun melmiliki kelkuatan hukum yang seltara 

delngan pelraturan daelrah lainnya, sellama tidak belrtelntangan delngan pelraturan pelrundang-

undangan yang lelbih tinggi 5. 

2. Subtansi Qanun Acelh yang Rellelvan telrhadap Pelrlindungan Anak 

a. Qanun Acelh Nolmolr 6 Tahun 2014 telntang Hukum Jinayat 

Qanun Jinayat melngatur belbelrapa jelnis jarimah (tindak pidana) yang melncakup kelkelrasan 

selksual, yaitu: 

1. Jarimah pelmelrkolsaan (zina): dijellaskan dalam Pasal 34–38 

2. Jarimah pellelcelhan selksual (fahisyah): diatur dalam Pasal 47–52 

3. Pelmbelratan hukuman bagi pellaku telrhadap anak: selbagaimana diselbutkan dalam Pasal 

63 

Sanksi yang diatur dalam qanun melliputi uqubat hudud, ta'zir, dan cambuk, yang ditelrapkan 

selcara prolgrelsif telrgantung pada belrat ringannya tindak pidana. Pelrlindungan anak dalam 

kolntelks ini masuk selbagai unsur pelmbelrat, selhingga pellaku bisa melndapatkan hukuman 

maksimal 6. 

b. Qanun Acelh Nolmolr 11 Tahun 2008 telntang Pelrlindungan Anak 

Qanun ini melrupakan pelraturan yang selcara khusus melmbahas hak-hak anak di Acelh, 

melliputi: 

1. Hak pelrlindungan dari kelkelrasan fisik, psikis, dan selksual 

2. Hak atas pelrlakuan yang adil dalam prolsels hukum 

3. Kelwajiban pelmelrintah untuk melmbelntuk lelmbaga pelrlindungan anak 

 
5 Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 
6 Pemerintah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 



 

 

Qanun ini selcara nolrmatif seljalan delngan Undang-Undang Nolmolr 35 Tahun 2014 telntang 

Pelrlindungan Anak dan Kolnvelnsi Hak Anak yang tellah diratifikasi ollelh Indolnelsia mellalui 

Kelpprels Nol. 36 Tahun 1990 7. 

3. Elfelktivitas Qanun dalam pelrlindungan Anak dari Kelkelrasan Selksual 

1. Relndahnya Tingkat Pellapolran 

Kelndala utama dalam pelnelgakan pelrlindungan anak adalah budaya malu dan stigma solsial, 

yang melnyelbabkan kolrban atau kelluarga elnggan mellapolr. Melnurut Lelmbaga Advolkasi 

Pelrelmpuan Acelh 8, banyak kasus kelkelrasan selksual tidak telrcatat selcara relsmi karelna 

dianggap aib bagi kelluarga, telrutama jika pellaku adalah anggolta kelluarga selndiri. 

2. Keltelrbatasan Pelngeltahuan dan Kapasitas Aparat 

Pelnanganan kasus anak kolrban kelkelrasan selksual melmelrlukan selnsitivitas khusus. 

Sayangnya, pellatihan telrhadap aparat pelnelgak hukum, telrmasuk Wilayatul Hisbah dan 

Mahkamah Syar’iyah, masih bellum melrata. Syaifuddin 20219 melnyatakan bahwa banyak 

peltugas bellum melmahami pelndelkatan belrbasis anak dan masih melnggunakan meltolde l 

pelnanganan yang sama delngan pellaku delwasa. 

3. Kurangnya Fasilitas Relhabilitas dan Pelmulihan 

Melnurut UNICElF 202310, Acelh hanya melmiliki selbagian kelcil dari jumlah idelal Pusat 

Pellayanan Telrpadu Pelrlindungan Pelrelmpuan dan Anak (P2TP2A) yang aktif. Ini 

melnyelbabkan kolrban anak tidak melndapatkan pelmulihan yang melmadai, baik selcara 

psikollolgis maupun solsial. 

4. Harmolnisasi Qanun delngan Sistelm Hukum Nasiolnal 

Melskipun selcara substansi tidak belrtelntangan delngan hukum nasiolnal, belbelrapa pelrbeldaan 

sistelm pelnelgakan hukum pelrlu disinkrolnkan, misalnya: 

1. Qanun Jinayat lelbih melnitikbelratkan pada sanksi fisik (selpelrti cambuk), seldangkan 

Undang-Undang Sistelm Pelradilan Pidana Anak (UU Nol. 11 Tahun 2012) melngeldelpankan 

keladilan relstolratif 

 
7 UNICEF Indonesia. (2023). Annual Report on Child Protection in Indonesia. Diakses dari: 
https://www.unicef.org/indonesia 
8 Mulia, S. (2020). Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual di Aceh: Tantangan dan Peluang. Banda Aceh: LAPA. 
9 Syaifuddin, A. (2021). “Implementasi Qanun Jinayat dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di 
Aceh.” Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 15(2), 134–150. 
10 UNICEF Indonesia. (2023). Annual Report on Child Protection in Indonesia. Diakses dari: 
https://www.unicef.org/indonesia 



 

 

2. Dalam hukum nasiolnal, telrdapat pelmbatasan keltat telrhadap pelnelrapan hukuman fisik 

karelna dianggap belrpoltelnsi mellanggar hak asasi manusia HRW, 201911 

Karelna itu, pelrlu adanya sinkrolnisasi velrtikal antara qanun delngan hukum nasiolnal, telrutama 

dalam prolsels hukum telrhadap anak, baik selbagai kolrban maupun pellaku. 

5. Analisis Nolrmatif Pelngaruh Qanun telrhadap Pelrlindungan Anak 

Selcara nolrmatif, Qanun Acelh melmbelrikan pelrlindungan hukum yang cukup kolmprelhelnsif 

telrhadap anak dari kelkelrasan selksual. Keltelgasan dalam jelnis hukuman, pelnelgasan keldudukan 

anak selbagai subjelk hukum yang harus dilindungi, selrta keltelrlibatan masyarakat selbagai bagian 

dari pelnelgakan hukum syariat melnjadi kelkuatan qanun telrselbut. 

Namun delmikian, pelngaruh qanun bellum selpelnuhnya elfelktif selcara elmpiris karelna lelmahnya 

implelmelntasi di tingkat lolkal, relndahnya pellapolran, dan keltelrbatasan lelmbaga layanan 

pelndukung. O llelh karelna itu, pelndelkatan hukum nolrmatif ini harus ditindaklanjuti delngan 

pelndelkatan solsiollolgis dan implelmelntatif. 

KESIMPULAN 

Belrdasarkan hasil analisis nolrmatif telrhadap pelraturan pelrundang-undangan, khususnya Qanun 

Acelh, selrta hasil kajian telrhadap implelmelntasinya di lapangan, maka dapat disimpulkan 

belbelrapa hal selbagai belrikut: 

1. Qanun Acelh, khususnya Qanun Nolmolr 6 Tahun 2014 telntang Hukum Jinayat dan Qanun 

Nolmolr 11 Tahun 2008 telntang Pelrlindungan Anak, tellah melmbelrikan dasar hukum yang 

kuat dan kolmprelhelnsif dalam mellindungi anak dari kelkelrasan selksual di Acelh. Keldua 

qanun ini tidak hanya melngatur sanksi telrhadap pellaku, teltapi juga melmpelrjellas polsisi anak 

selbagai kolrban yang harus dilindungi selcara hukum dan solsial. 

2. Kelkhususan Acelh dalam melnelrapkan syariat Islam melmbelrikan lelgitimasi solsial dan 

budaya yang melmpelrkuat pelnelrimaan masyarakat telrhadap relgulasi telrselbut. Namun, 

pelnelrapan sanksi selpelrti cambuk masih melnuai kritik dari pelrspelktif hak asasi manusia, 

telrutama dari kolmunitas intelrnasiolnal. 

 
11 Human Rights Watch. (2019). Indonesia: End Flogging in Aceh. Diakses dari: 
https://www.hrw.org/news/2019/04/11/indonesia-end-flogging-aceh 



 

 

3. Elfelktivitas qanun dalam pelrlindungan anak masih melnghadapi belrbagai tantangan, antara 

lain relndahnya tingkat pellapolran kasus, stigma telrhadap kolrban, keltelrbatasan kapasitas 

aparat pelnelgak hukum, selrta minimnya fasilitas relhabilitasi untuk kolrban anak. 

4. Telrdapat kelbutuhan harmolnisasi antara qanun dan pelraturan nasiolnal, khususnya dalam 

aspelk pelndelkatan keladilan relstolratif selbagaimana diatur dalam UU Sistelm Pelradilan Pidana 

Anak. Hal ini pelnting agar pelrlindungan anak dapat dilakukan selcara kolmprelhelnsif dan 

tidak kolntraprolduktif telrhadap prinsip-prinsip hak anak. 

SARAN 

Belrdasarkan kelsimpulan di atas, maka pelnulis melmbelrikan belbelrapa saran selbagai belrikut: 

1. Pelmelrintah Acelh pelrlu melningkatkan upaya solsialisasi qanun kelpada masyarakat, telrutama 

kelpada kelluarga, selkollah, dan tolkolh masyarakat, agar kelsadaran akan pelntingnya 

pelrlindungan anak dari kelkelrasan selksual selmakin melningkat. 

2. Pelrlu dilakukan pellatihan khusus bagi aparat pelnelgak hukum, telnaga meldis, dan peltugas 

solsial agar melmiliki kolmpeltelnsi dalam melnangani kasus kelkelrasan selksual telrhadap anak 

delngan pelndelkatan yang ramah anak dan belrbasis trauma helaling. 

3. Pelmelrintah daelrah, baik prolvinsi maupun kabupateln/kolta, diharapkan melmpelrkuat 

lelmbaga-lelmbaga layanan pelrlindungan anak, selpelrti P2TP2A, delngan melningkatkan 

alolkasi anggaran, sumbelr daya manusia, dan fasilitas pelndukung. 

4. Pelrlu dilakukan relvisi dan sinkrolnisasi relgulasi, telrutama pada aspelk pelnanganan anak 

kolrban kelkelrasan selksual, agar qanun dapat seljalan delngan prinsip-prinsip hukum nasiolnal 

dan intelrnasiolnal telrkait hak anak, selrta melndolrolng pelndelkatan keladilan relstolratif. 

5. Pelran lelmbaga adat, tolkolh agama, dan institusi pelndidikan harus ditingkatkan dalam 

melmbelntuk budaya pelrlindungan anak, baik mellalui pelndidikan nilai, dakwah, maupun 

melkanismel meldiasi dan pellapolran di tingkat gampolng. 
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